PUTUSAN
Nomor 1386/Pdt.G/2016/PA.Bm
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
"Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putuzan perkara
cerai talak antara :
Mulawarman, 5. Pd bin Isra, urmur 30 tahun, agama lslam, pendidikan 51,
pekerjaan Honorer (SMAN 1 Woha), tempat tingaal di Dusun
= Laheko RT.00E RVW. 002 Desa Risa Kecamatan Woha
Kabupaten Bima, sebagai Pemohon;
melawan
Sri Dewi, S. Pd binti H. Abdurahman, umur 24 tahun, agama lzlam,
pendidikan 51, pekeraan Mengurus rumah tangga, tempat
tinggal di Dusun Leheko RT.004 RW. 002 Desa Risa Kecamatan
Woha Kabupaten Bima, sebagai Termohon;
Pennadilan Agama fersabut ;
Telah mempelajar surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini,
Telah mendengar Keterangan Permnohon sera para saksi di muka sidang,
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26
September 2016 telah mengsjukan permohonan cerai talak, yang terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Momaor
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1386/Pdt. G/2016/PA.Bm tanggal 26 Septernber 2016 dengan dalil-dalil sebagai

benkut :

| Bahwa pada tanggal 17 September 2015 Pemahon dengan Termohan
melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Mikah
kanmaor Urusan Apgama Kecamatan Woha Kabupaten Bima (Kutipan Akta

s
Nikah Momor : 358 7 23/ 1X [ 2015 tangaal 17 September 2015 );

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemchon dengan Temrmohon bertempat
tinggal di rumah orang tua Temmohon di Desa Risa Kecamatan Woha
Kbaupaten Bima selama 1 Minggu, kemudian pindah dirumah bawaan
FPemohon di Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima selama 10
bulan ;. Selama pemikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah
idup rukun sebagaimana layaknya suami ister namun belum dan dikaruniai
keturunan

3. Bahwa kurang lebih sejzk bulan Januari 2016 antsra Pemohon dengan
Termohon terus-menerus terfjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara
lain
a. Termahon selalu melapor kepada orang tuanya apabila ada masalah

dalam rumah tangga, sehingga keluarga Termohon selalu ikut campur
masalah rumah tangga Pemohon dan Termaohon ;
. Temnohon tidak patuh kepada Pemohon dan selalu mengikuofi

kehendaknya sendid ;

Hal 2. Dar 12 hal Pulusan Nomor 1366Fdt GA2016FA Bm
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4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemchon dengan
Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan tanggal 24 September
2016 yang akipatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama,
sejak itu pula antara Pemohan dan Termohon sudah pizah tempat tinggal
sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan
Femahon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang:

5. Bahwa dengan kejadian fersebut rumah tangga antara Pemohon dengan
Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
ranmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing
pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian
merupakan alternatif terakhir bagi Pemochon untuk menyelesaikan
permasalahan antara Pemohon dengan Termaohon:

6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pemah diupaya damaikan oleh

keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil |

Berdasarkan alasanfdalil-cialil di atas, Pemchon mohon agar Ketua Pengadilan
Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan
putusan yang amamya berbunyl -
DALAM PETITUM :
A, Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon:

2. Menyatakan memberi izin kepada Pemchen (Mulawarman, S. Pd bin

Isra) untuk menjatuhkan talak satu Raji terhadap Termohon (S Dewi,

5. Pd binfi H. Abdurahman) di depan sidang Pengadilan Agama Bima :

Hal 3. Dan 12 hal Putusan Namor -1 386/Pdt G/2016/P4.8m

Disclaimer
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3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang beraku ;

B. Subsidair
Dan !/ atau menjaluhkan Putuzan lain yang seadil-adilnya berdasarkan
pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang vang telah ditetapkan, Pemchoen lelah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap
ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telabh dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya Nomor 1386/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 04 Oklcber 2016
dan 14 Oktober 2016 dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak hadir di
persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Termmohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil
permohanannya untuk bercerai dengan Termohon,

Bahwa perkara ini fidak dapat dimediasi karena Termohen tidak permah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
smlanjutnya dimulai pemerksaan dengan membacakan surat permohonan
Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dali permchonannya, Pemohon telah
mengajukan alat-alat bukti berupa
A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemchon  Momor .

5206030401880002, yang dilkeluarkan oleh Pemerintah Kabupsaten

Hal 4, Dart 12 hal Putusan Nomor 2 13868/Fdt GrR2016/FPA.Em

Disclaimer
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Bima tanggal 08 Juli 2016 Bukli surat telah diber meterai cukup dan
telah dicocokkan dengan aslinya yang temyata sesuai. Oleh Ketua
Majelis diberi kode (P.17;
2. Folokopi Kutipan Akta Nikah MNomor - 358/23/1X/2015, tanggal 17
Septernber 2015 vyang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
* kecamatan Woha, Kabupaten Bima Bukti surat telah diberi meterai
cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang temyata sesuai. Oleh
Ketua Majelis dibed kode (P2},
B, Saksi
[. M. Yamin bin 1sra umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
tempat kediaman di RT.01 RW.01, Desa .Risa, Kecamatan WWoha,
Kabupaten Bima, Saksi menerangkan di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termmohon karena saksi
beretangga |
- Bahwa Pemchon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setslah menikah Pemohon dengan Termohon  belum
dikaruniai anak :
- Bahwa saksi tahu rumah fangga Pemohon dengan Termohon sering
bertengkar,
- Bahwa keluarga Termohon selalu ikut campur masalah umah tangga

Pamohon dan Temmchon tidak patuh kepada Pemaohon;

Hal 5, Dart 12 hal Putusan Nomar ; 1386/Cd) G20165PA.Bm

Disclaimer
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- Bahwa Pemchon dan Termchen sudah pisah tempat tinggal sejak
bulan September 2016 dan Termohon yang meninggalkan kediaman
bersama;

- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Pemchon telah di nasehati oleh
saksl, dan keluarga namun tidak berhasil ;

2, Buhidin bin |brahim, umur 28, tahun, agama Islam, pekerfaan Guru tidak
tetap, tempat tinggal di RT.01 RW.01 Desa Risa, Kecamatan Woha,
Kabupaten Bima, Saksi menerangkan di bawah sumpahnya memberikan
keterangan =ebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
beretanaggs |

- Bahwa Pemohon dengan Termohaon adalah suami istr sah;

- Bahwa s=etelah menikah Pemohon dengan Termohon  belum
dikaruniai anak ;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering
bertengkar;

- Bahwa keluarga Termohon selalu ikut campur masalah rumah tangga
Femohon dan Termohon fidak patuh kepada Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah termpat tinggal sejak
bulan September 2016 dan Termohon yang meninggalkan kediaman
bersama;

- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Pemohon felah di nasehati cleh

saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;

Hai 6, Dar 12 hal Putusan Momar 138608 GR20168/FA.EBm

Disclaimer
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Selanjutnya untuk singkstnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang flidak terpisahkan
dan putusan ini |

FERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permchonan Pemohon adalah
sebagdimana terurai di atas,

Menimbang, bahwa temyata Termohon, meskipun dipanggil secara
resmi dan patut, tidak datang mengbadap di muka sidang dan pula
ketidakhadirannya itu dizebabkan ocleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, hahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan
permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon {(verstek);

Manimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) E.Bg
vaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirmya Temnchon dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis
membebani Pemchon untuk membuktikan dalil-dalil parmohonannys,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukii tersebut diatas, Majels
Hakim telah menemukan Fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknys
sebagai herikut |
. Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan berengkar secara ferus-

IMISMEnes,

Hai 7. Dar 12 hal Pulusan Nemar 1 388PdL GR2016/PA.Em
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&

Penggugat dan Tergugat sekarang ini telah pisah tempat tingoal sejak

bulan September 2016 sampai sekarang ;

1. Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh saksi, dan keluarga dan
tokoh masyarakat, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada
lagl harapan untuk hidup rukun kembali,

;ﬂenimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami istr
telah pisah rumah, mereka tak ada kecocokan lagi dan selama  bempisah tak
ada yang berusaha untuk rukun walaupun telah diusahakan perdamaian akan
tetapi tidak berhasil maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan
bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa
mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Ne. 1/
1874 jo Al-Qur'an surat A-Rum ayat 21, karenanya lebih baik dibubarkan saja;
Menimbang, batwa fakta hukum tersebut telah memenubi nema hukum

Islam yang terkandung dalam Al-Quran Surat Al-Bagarah ayat 227 barbunyi :
ale s il i 33V ) sa e Ol

Artinya : Dan jika suarmi telah berketelapan hatf menceraikan (isterinya), maka
sesungguhnya Aliah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui,
Menimbang, bahwa terungkapnya fakia tersebut, merupakan Bukl
bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon
telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telan rapun dan sulit uniuk
ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan yang tepat  untuk
melakukan penceraian sebapaimana dimaksud Pasal 18 huruf if) Peraturan

Pamerintah Mo, @ Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f}) Kampilast Hukwim 1stam

Hal & Dari 12 hal Putusan Nomor - 1386/P0t G/2076/P4 Bm
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- ]

maka sesuadi dengan maksud Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Momor 1

Tahun 1874 jo Pasal 70 ayat (1} Undang-Undang Momaor 7 Tahun 188%9;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemahan
telah dapat membuktikan  kebenaran dalil permohonannya, sedangkan
pemmohonan Pemohon tidak melawan hukum, clen sebab ity permohanan
Pemﬂh;n dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Momor 7
Tahun 1988 Tentang Peradilan Agama, Fanitera Pengadilan Agama Bima
diperimtahkan untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat
Mikah dimana Pemahon dan Temohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai
Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, batwa karena perkara & guo masuk bidang perkawinan,
maka berdazarkan Pagal 89 ayat (1) Undang-undang Momor 7 tahun 1988
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Momaor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Memar 50
tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan  dan

hukum Islam vang berkaitan dengan perkar ini;

' MENGADIL!
1. Menyatakan Termmohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengahulkan permohonan Pemaohon secara verstek;

Hal 9. Dar 12 hal Putusan Nomar - 1386/Fdf G2016/PA4,.8m
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3. Memberi izin kepada Pemohon (Mulawarman, 5 Pd bin |sra) uniuk
menjatubkan talak satu satu raj’i terhadap Termohon { S Dewi, S Pd bint
H.Abdurahman ) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;

4, Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegdwai Pencatat Nikah (PPN} Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha
Kabupaten Bima untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang
disediakan untuk itu;

3. Membebankan kepada Femohon untuk membayar bigya perkara ini

sejumlah Rp.3891.000 - figa ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada harl Senin tanggal 31 Oktober 2016 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 29 Muharam 1438 Hijrah, cleh kami Mulyadi, S.Aq zebagai
Ketua Majelis, dan Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi dan Muhamad Isna
Wahyudi, 5.H.l.,, M.5.l. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana
pada har v juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh
Suhartati, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadini oleh Pemohon tanpa

hadirnya Termohaon;

Hakirn &riggota, Ketua Majelis,

{#ET.L— A g

TR

S BMCH CRsapmy

Drs. M. Agus Sofwan Hadi Mulyadi, 5.Aqg

Hal 10, Dan 12 hal Pufusan Nomar 13860 G20168/PA.8m
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Hakim Angoota,

Muhamad Isna Wahyudi, 5.H.I., M.3.L

Panitera Penggant,

Rincian biaya perkara;

1. Biaya pendaftaran ¢Rp 30.000,00
2. Blaya proses :Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan : Rp 200.000,00
4. Redaksi :Rp.  5.000,00
5. Meterai cRp.  6.000,00

Jumiah : Rp 381.000,00

Hal 11. Dar 12 hal Putusan Nomor 1386/P0L GAZ018/FA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



